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PEREMPUAN Indonesia me-
miliki banyak potensi termasuk
berpartisipasi dalam politik. Bila
ketersediaan kuota perempuan
terpenuhi di dalam dunia politik
maka pembangunan Indonesia pun
tidak mengalami ketimpangan.
Dalam memilih kepala daerah
maupun negara suara perempuan
tentunya lebih besar dibanding
kaum laki-laki. Inilah yang dise-
but sebagai dekolonisasi politik,
-bahwa partisipasi perempuan

Indonesia mendapat pengakuan

~ diduniapolitik. Tidak hanya suara

dalam pemilihan namun suara di
parlemen.

Namun dekolonisasi politik
partisipasi perempuan Indonesia
mengalami pasang surut terutama

- harus berjuang dengan pemerin-

tahan di era tertentu yang tidak
memihak. Pada era Orde Baru,
kekuasaan yang cenderung militer
mengubah tatanan kesetaraan yang

terbentuk secara massif dan siste-

matis. Sehingga peran perempuan

sebatas hanya pendamping yang.

semakin termarginalkan. Kebi-
jakan pemerintah Orde Baru juga
membatasi para aktifis perempuan
yang tergabung dalam Kowani
(Kongres Wanita Indonesia).
Organisasi ini bertahap secara
konsisten mewarisi sikap dan
kepribadian para perempuan di
awal kemerdekaan. Gerakan ini
akhirnya tenggelam dengan main-
stream dan stigma perempuan di
masa Orde Baru. Hanya sedikit
perempuan-perempuan yang gigih
dengan semangat juang Kowani
dan memperjuangkan cita-cita
Kartini.

Era reformasi sedikitnya telah
mengubah wacana yang ada. Peran
perempuan menjadi semakin ter-
salurkan, akan tetapi perempuan
yang memiliki integritas tinggi
lebih cenderung memilih untuk
bergabung pada LSM yang sifat-
nya non-governmental. Beberapa
LSM tersebut cenderung lebih
skeptis memilih tidak bergabung
dengan partai-partai politik yang
ada karena aspirasinya yang
kurang diperhatikan.

Sejak reformasi, partisipasi
politik perempuan khususnya
keterwakilan perempuan dalam
pengambilan keputusan menjadi
agenda penting pemerintah dan
legislatif. Berbagai kebijakan afir-
masidan penguatan terus diupaya-
kan. Dalam demokrasi inklusif,
masyarakat sebagai salah satu
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pilar penting demokrasi mempunyai
peranan yang sangat penting untuk

—mewnjudkan partisipasi politik perem- -

puan yang lebih luas.dan bermakna.
Hambatan-hambatan

Secara normatif, tidak ada per-
aturan perundang-undangan dalam
bidang politik yang mendiskriminasi
perempuan. Namun, faktanya tingkat
representasi perempuan di parlemen
kurang terwakili. Hal ini terjadi karena
berbagai faktor diantaranya. Pertama,
polakebiasaan masyarakat yang tidak
melepaskan adatistiadatnya. Beberapa
sistem pemerintahan feodalistik di
beberapa suku di Indonesia menun-
jukkan kurangnya dukungan terhadap
perempuan.

Kedua, sebagian besar perempuan
memiliki ketergantungan ekonomi.
Ketergantungan ini yang membuat
perempuan lemah dalam berbagai
aspek termasuk kemandirian dalam
mengambil keputusan, akses so-
sial, politik dan kesempatan untuk
mengembangkan diri.

Ketiga, kurangnya keinginan
perempuan dalam berpolitik. Saat ini,
kebebasan perempuan untuk terjun
ke dunia politik sudah dijamin secara
tegas dalam perubahan peraturan
perundang-undangan politik.

Keempat, masih sedikit partai poli-
tik yang mengalami kader perempuan.
Umumnya partai politik belum memi-
liki kader perempuan yang mempunyai
potensi yang cukup besar dan memadai
untuk dapat diandalkan sebagai kader
guna menunjang struktur organisasi

- kelembagaan politik yang berkualitas.

-

Kelima, belum tersusunnya modul
pendidikan politik yang mengandung
muatan ‘atau “substansi berdasarkan
prinsip prespektif gender secara nasi-
onal maupun susbstansi gender secara
regional, internasional atau global.

Keenam, kurangnya komunikasi
politik. Jalinan mata rantai yang ko-
munikatifantar institusi politik perem-
puan baik antar pemerintah, pusat,
daerah, masyarakat, dan media untuk
menghimpun kekuatan politik belum
terbangun. Perjuangan perempuan
untuk mendapatkan peran politik
masih dilakukan sendiri-sendiri tanpa
dukungan yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil survei WRI
(Woman Research Institute) tahun
2014 menyatakan, masyarakat In-
donesia setuju jika masyarakat diberi
kesempatan yang sama untuk terlibat
di bidang politik. Yang dibahas dalam

‘survei tersebut salah satunya pent-

ingnya partisipasi perempuan dalam
politik.

Upaya representasi perempuan

Perempuan Indonesia yang ter-
gabung dalam politik mampu mem-
bawa aspirasi rakyat dan memper-
juangkan. Selain menggunakan
perasaan kemanusiaan, juga diper-
tahankan pola pikir rasional dalam
membangun bangsa. Hal yang dapat
dilakukan yang pertama, membangun
dan memperkuat hubungan antar
jaringan dan organisasi perempuan.
Di Indonesia, saat ini ada beberapa
asosiasi besar organisasi perempuan.
Misalnya, Kowani adalah federasi
dari 78 organsasi perempuan, yang
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bekerjasama dengan perempuan dari
berbagai agama, etnis, dan organisasi
profesi berbeda. Pengembangan jar-
ingan-jaringan organisasi wanita, dan
penciptaan sebuah sinergi usaha. Ini
penting untuk mendukung perempuan
di parlemen atau yang sedang ber-
juang agar terpilih masuk parlemen.

Kedua, meningkatkan represen-
tasi perempuan dalam organsiasi
partai-partai politik dengan tujuan
mengupayakan agar dapat duduk pada
posisi-posisi strategis dalam partai,
atau di lingkup desa seperti jabatan
sekretaris, karena posisi ini berperan
dalam memutuskan banyak hal tentang
kebijakan partai.

Ketiga, melakukan advokasi para
pemimpin partai-partai politik, dengan
tujuan menciptakan kesadaran tentang
pentingnya mengakomodiasi perem-
puandi parlemen, terutama mengingat
kenyataan bahwa mayoritas pemilih
Indonesia adalah perempuan.

Keempat, meningkatkan pemaham-
an dan kesadaran perempuan melalui
pendidikan dan pelatihan. Ini perlu
untuk meningkatkan rasa percaya diri
perempuan padakemampuannya. Pada
saat yang sama, perlu disosialisasikan
konsep bahwa arena politik terbuka
-bagi semua warga negara, dan bahwa
politik bukan arena yang penuh konflik
dan intrik yang menakutkan. Ini pernah
dilakukan Kaukus Perempuan Politik
Indonesia (KPPI) DIY pada tahun
2008 yang melakukan pemberdayaan
perempuan di bidang politik melalui
media sosialisasi UU Pemilu.

Kelima, meningkatkan kualitas
perempuan yaitu dengan meningkat-
kan akses terhadap fasilitas ekonomi,
kesehatan dan pendidikan. Ini dilaku-
kan sesuai dengan kapasitas kualitatif
perempuan di parlemen, karena proses
rekrutmen politik sepatutnya dilaku-
kan atas dasar merit sistem.

Keenam, memberi kuota untuk
meningkatkan jumlah anggota par-
lemen perempuan. Sesuai UU No

10 tahun 2008 tentang Pemilu yang
mensyaratkan kuota 30% perempuan
bagi peserta pemilu. Ini merupakan
langkah affirmative action yang baik.

Harapan akan terjadinya dekolo-
nisasi politik partisipasi perempuan
Indonesia semakin nyata. Semakin
banyak pejuang-pejuang perem-
puan yang terwakilkan aspirasinya,
sehingga selalu sigap tidak hanya
melaksanakan kewajibannya sebagai
iburumah tangga tetapi juga mewujud-
nyatakan pembangunan bangsa. ***
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